
<COMP NAME=bentuk>KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI</COMP>PRIVATE 


<COMP NAME=nomor>NOMOR 71 TAHUN 1999</COMP>

TENTANG


<COMP NAME=tentang>PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN


SARANG BURUNG WALET</COMP>

<COMP NAME=dasar>MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang :
a.
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah <REFR DOCNM="98pp062">Nomor 62 Tahun 1998</REFR> tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah, Sarang Burung Walet termasuk yang diserahkan kepada Daerah Kabupaten atau Daerah Kota;




b.
bahwa dalam rangka kelestarian Sumber Daya Alam Sarang Burung Walet perlu diatur pedoman pengelolaan dan pengusahaannya;




c.
bahwa pedoman pengelolaan dan pengusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat :
1.
Undang-undang <REFR DOCNM="90uu005">Nomor 5 Tahun 1990</REFR> tentang Konservasi Sumber Daya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);




2.
Undang-undang <REFR DOCNM="94uu005">Nomor 5 Tahun 1994</REFR> tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);




3.
Undang-undang <REFR DOCNM="97uu018">Nomor 18 Tahun 1997</REFR> tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);




4.
Undang-undang <REFR DOCNM="99uu022">Nomor 22 Tahun 1999</REFR> tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);




5.
Peraturan Pemerintah <REFR DOCNM="94pp013">Nomor 13 Tahun 1994</REFR> tentang Perburuan Satwa Baru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3542);




6.
Peraturan Pemerintah <REFR DOCNM="97pp020">Nomor 20 Tahun 1997</REFR> tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);




7.
Peraturan Pemerintah <REFR DOCNM="99pp008">Nomor 8 Tahun 1999</REFR> tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);

Memperhatikan:
1.
Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 908/II/KUM-2/99 tanggal 8 Juni 1999;




2.
Surat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 1121/II/KUM-1/99 tanggal 30 Juni 1999;</COMP>

<COMP NAME=teks>MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.


BAB I


KETENTUAN UMUM


Pasal 1


Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1.
Daerah adalah Kabupaten, Kota dan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2.
Kepala Daerah adalah Bupati, Walikota dan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3.
Ijin adalah ijin Pengusahaan Sarang Burung Walet yang diberikan oleh Bupati, Walikota atau Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4.
Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga Collocalia, yaitu Collocalia fuchiaphaga, Collocalia maxima, Collocalia esculenta dan Collocalia linchi.

5.
Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian populasi burung walet di habitat alami dan diluar habitat alami.

6.
Habitat Alami Burung Walet adalah lingkungan tempat burung Walet hidup dan berkembang secara alami.

7.
Diluar habitat alami Burung Walet adalah lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan.

8.
Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

9.
Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet baik pada habitat alami maupun diluar habitat alami.

10.
Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber alam hayati dan ekosistemnya.

11.
Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.

12.
Penemu Gua Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekolompok orang yang diakui oleh Masyarakat sekitar sebagai penemu gua sarang burung walet.

13.
Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan.


BAB II


MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal 2

(1)
Maksud pedoman ini adalah sebagai acuan bagi Kepala Daerah dalam membina serta mengawasi pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

(2)
Tujuan pedoman pengelolaan dan pengusahaan ini adalah :


a.
Menjaga kelestarian habitat dan populasi burung walet;


b.
Meningkatkan produktivitas Sarang Burung Walet di habitat alami dan diluar habitat alami;


c.
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.


BAB III


LOKASI SARANG BURUNG WALET DAN PENGUSAHAANNYA


Pasal 3

(1)
Lokasi Sarang Burung Walet berada di:


a.
Hibitat Alami;


b.
Di luar Habitat Alami.

(2)
Sarang Burung Walet yang berada di habitat alami meliputi :


a.
Kawasan Hutan Negara;


b.
Kawasan Konservasi;


c.
Goa alam dan atau di luar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat.

(3)
Sarang Burung Walet yang berada di luar habitat alami meliputi:


a.
Bangunan;


b.
Rumah/gedung.


Pasal 4

(1)
Sarang Burung Walet yang berada dihabitat alami dan diluar habitat alami dapat dikelola dan diusahakan atas ijin Kepala Daerah.

(2)
Untuk mendapatkan ijin pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) orang atau badan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan :


a.
Proposal pengusahaan Sarang Burung Walet.


b.
Rekomendasi dari Perangkat Daerah berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan teknis lokasi pengusahaan Sarang Burung Walet.


c.
Surat Pernyataan bahwa pemohon akan mempekerjakan masyarakat setempat yang diketahui Kepala Desa/Lurah.


d.
Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan dalam mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, maupun oleh Departemen teknis.


e.
Khusus pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet diluar habitat alami harus dilengkapi Izin Gangguan (HO) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).


Pasal 5

(1)
Penemu Sarang Burung Walet di habitat alami wajib melaporkan penemuannya kepada Kepala Daerah dengan disertai surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atas penemuannya.

(2)
Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet.

(3)
Penemu Sarang Burung Walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain.

(4)
Penyerahan hak pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dari penemu kepada pihak lain harus mendapat persetujuan Kepala Daerah.


BAB IV


PENGAMBILAN SARANG BURUNG WALET


Pasal 6


Untuk meningkatkan produktivitas dan menjaga populasi Sarang Burung Walet pengambilan/pemanenan Sarang Burung Walet, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a.
Masa panen dilaksanakan setelah anakan Burung Walet meninggalkannya sarangnya;

b.
Sarang Burung Walet sedang tidak berisi telur;

c.
Dilakukan pada siang hari;

d.
Tidak mengganggu Burung Walet yang sedang mengeram;

e.
Dalam hal Sarang Burung Walet berada di Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam agar mematuhi persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang Kehutanan.


BAB V


PEMBINAAN DAN PENGAWASAN


Pasal 7

(1)
Dalam rangka pembinaan Departemen Dalam Negeri memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.

(2)
Kepala Daerah melakukan pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.


Pasal 8


Dalam rangka pengawasan Kepala Daerah dapat memberikan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin, atau sanksi lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.


BAB VI


KETENTUAN PERALIHAN


Pasal 9


Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, orang atau Badan Hukum yang sudah memiliki ijin pengeloaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet, tetap berlaku sampai dengan batas waktu berlakunya ijin.


BAB VII


KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10


Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diatur dalam Peraturan Daerah.


Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</COMP>

<COMP NAME=tanggal>Ditetapkan di Jakarta


pada tanggal 30 September 1999</COMP>

<COMP NAME=akhir>MENTERI DALAM NEGERI


ttd.


SYARWAN HAMID</COMP>
